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TIRAX DIPINJAMKAN

JAKSA AGUNG HANYA L fUK DI FOTOKOPI
REPUBLIK INDOMNESIA

A KEPUTUSAN
B P —9AKSA AGUNG | REPUBLIK INDONESIA

AS A L .
A — NOMOR : KEP-05S/J.A/7/1952. .

TENTANG

b - ) PUSAT PELAKSANA PENYULUHAN HUKUM
P KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

F 2N :“ - )

. o JAKSA AGUNG REPUBLIX INDOMESIA,

! et Menimbang 7o a, bahwa dalam rangka uszha mewujudkan pemerataan kesempatan -
;", -t mesperoleh keadilan untuk menunjang pelzksanaan rembangunan
} dan penegakan hukum dirasa perlu meningkatkan kesadaran hu
I kum masyarakat dengan menyelenggarakan penyuluhan hukun
L: b. balwa untuk merealisasi maksud tersebut aipandang perlu smem
% il

bentuk suatu satuan pelzksana dengan Tugaes khusus,

ngingat : 1. TAP-MPR Nomor : IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besat Salu-
an Negara, BA3-IV tentang Pola Unum PELITA-III, butir - C

y tentang Hukm : ’

¢. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentu

2

~ .an Pokok Kejaksaan Repubiik Indonesia
. ?

L2

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahwn 1976 -
tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Repubiik Indonesia:

4. Xeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 198D

setelan disempurnzkan dengan Keputusan Presiden Repubiik In
donesia Nomor 18 Tahum 1981 tentang Pelaksanaan APBN Repu -
blik Indonesia ;

>. Reputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/ Tahun 1991
ntang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia;

6. Kepurusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-0S2/

J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Xerja Kejak-

saan Republik Indonesia.
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Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam -
suratnya Nomor : B.511/I/MENPAN/6/S2 tancgal 24 Juni 1982.

MEMUTUSKAN -

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUSAT PELAK-
SANA PtNYULUHﬁN HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONES IA.

BaB I

PUSAT PELAKSANA PENYULUHAN HUKUM
KEDUDUKAN, TUGAS POXOKX DAN FUNGSI
Pasal 1
(1) Pusat Pelaksana Penyuluhan Hukum Kejaksaan Republik Indo-
nesia yang selanjutnya dissbut PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Re
publik Indonesia adalah suatu satuan organisesi pelaksana

kegiatan Penyuluhan Hukum Xejaksaan Repubiik Indonesia -
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa
Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Nuda Bidang
OD\;L&S.‘L.

(2) Pusat Pelaksana Penyuluhan Hukum Kejaksaan Reoublik Indo-
B Y J 3!

niesia dipimpin.oleh seorang Kepzla.

Pasal . 2

PUSLAK . LUHKUM Kejakszan Repub ik Indonesia mempunyal tu
gas membina sikap masyarakat desa dengan memasyarakatkan hu -
kum melalul program Jaksa- Masuk Desa disamping program-program
iaiAnya, agar .setiap orang mengetahui hak sevia kewajibannya
dalam'kehidupan_bermasyarakat dan bernegara sehingze atas kesa

daran sendiri mentaati kaedah-kaadah hulum.

Pasgl- 3

Untuk menyelenggarakan tucat pokok tersebut pada pasal 2

\ggaTa

PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia meWULn"Al fungsi

&, meizkukan vsaha-usaha atau meflatan-ksal¢La“ UnTUK memberi-
kan aenjerasan kepada masyarakat desa secara la angsung berta

tap muka meialul pembimbingan dengan penuh ketekunan, kesa-

baran serta penuh pengertian :

0. melakukdn uszha-usaha atau keciatannkeciatan dengan kunjung
an’dari rumall kerumah untuk mernmbuhkan dan wembina kesadar
an hukum masyarakat desa sehingga setiap. anggota masyavsa
desa sadar den taat terhadap kaedah-kaedah hulam vang barla

i
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c. mendulgig dan
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c. mendukung dan.membantu kegiatan-kegiatan penegakan hukum yang
berlaku oleh Kejaksaan Agung Republik Indonssia besertz Ke -
jaksaan Daerah ;

d. membina serta memantapkan hasil-hasil yang telzh dicapai di

- bidang justisiil dan non justisiil.

Pasal 4

Di dalam pelaksanaan tugasnya, PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Re
publik Indonesia membina kerja sama yang sebaik-baiknya dengan
unsur-unsur Kejaksaan Republik Indonesia dan dengan instansi -
serta tokoh-tokoh masyarakat.

BAR II
° SUSUNAN _ ORGANISAST
2. : ) Pasal @

PUSLAK LUHKUM Kejai-gsaan Republik Indonesia terdiri dari :

(2). Sub Bagian Tata Usaha ;
(©. Bidang Data ;
©. Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian.
' basal 6
¥
T Sub Bugian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayan
an teknis dan administratif kepada Pimpinan dan satuan organi- :
s e o cr - :
sasi di lingkungan PUSLAX LUEKUM. !
Pasal 7 ;
- - :
& 8icang Data mempunyal tugas menguwmmuiikan, menerima data g
) ) A
. . 2
dan selanjutnya melakukan pengolahan, perumusan dan pembuatan £
svaluasi data, situasi dan kegiztan.
I
3
. Pasal 8§ 3
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Bi - :
) dang Data mempunyai fungsi : :
A, mencari, menerima, mengumpulkan data-data vingkat kesadaran :
nukum, adat keblasaan,agama dan kepercayzan, jenis dan su -
sunan kependudukan serta keterangan-keterangzn vang diperiu
kan dari wmesyarakat tertentu yvang dijadikan sasaran penyu -
Tunan hukiza |
“A b. mempelajari, melakukan evaluasi dan analisa terhadap rtang -
¥, .
kaian ketevangan dan data yang ada ; I
- : '
c. melakukan pernwmsan ... . .. .
-4
i
i
i

o
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. melakukan perumusan hasil penelitian dan analisa dalam bentuk in
formasi matang serta mengajukan saran tindakan dan kegiatan :

d. mempersiapkan bahan peragaan dalam rangka visualisasi atas kete-
Tangan dan data dalam bentuk data statistik, peta data dan peta
: situasi,

w

Pasal ©
(1) Bidang Data terdiri dari beberapa tenaga Jaksa dalam jabatan - .

fungsional ;

>

(2) Jumlah:tenaga dalam Kelompok Tenaga Jeksa dalam jabatan fungsio
nal tersebut ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia se

sual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
{_ ] Bldang Pelaksanaan dan Pengendalian mempunyai tugas mengikyti
dan memberikan p’-"lejuk serta membuat evaluasi terhadap setiap pe -
)
laksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
Pasal 11
Untuk menyelenggarakan- tugas tersebut pada pasal 10 Bidang Pe
> ' laksanaan dan’ Pengendalian mempunyai fungsi :
¥ : . .
T a. menerima laporan, menelazh dan membuat penilaian atas setiap ke

giatan Denyuluhan hukum

b. mengikuti dan memberikan petunjuk dan saran perbaikan pelaksana-
an kegiatan yang dilakukan ;.

.- MENYUSUT dan menylapkan 1aporan pelaksanaan seluruh kegiatan pe
nyulvhan hukum

Pasal . 12

(1) Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian terdiri dari beberapa tena-
ga Jaksa dalam jabatan fungsional ;

(2) Jumlah Jaksa dalam Kelompok Tenaga Jaksa dalam jabatan fungsio-
nal tersebut dlten‘alkan berdasarkan kebutuhan ;

(3) Jenis dan jenjang tenaga dalam Kelompok Tenaga Jaksa dalam ja -

batan fungsional tersebut ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berla
. ' -
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BAZ II1I
'PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN -
Pasal 13
Anggota PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia adalah -
Jaksa/Karyawan dari Kejaksaan Republik Indonesia yang diangkat -
dan diberhentikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan mem
perhatikan syarat kemampuan, konduite dan dedikasi.
BAB IV
TATA KERJA
I;asal 14

Dalam melaksanakan tuges Jaksa Agung Muda Bidang Operasi -

- dan Kepala PUSLAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia wajib mene-

rapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupum antara satuen operasi dalam PUS -
LAK LUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan tugas ma -

stag-masing. -

Pasal 15
Setiap Pimpinaﬁ satvan organisasl dalam lingkungan PUSLAK -
TUHKUM Kejaksaan Republik Indonesia bertanggung jawsb memimpin -
dan mengkoordinir bawshannya masing-masing serta memberikan bim
bingan dan petunjuk,-pétlijR tugas kepada bawaban.
Pasal 16

Setiap ?impinal.l_ satvan organisasi wajib mengi_k-uti dan mema-
tuhi petinjuk-petunjuk dan pertanggungan jawab kepada. atasamnya
masing-masing ‘serta menyampaikan laporsn berkala tepat pada waktu

nya.,

Pasal 17

Setiap lapbran'ya;lg diterima oleh Pimpinan satuan organisa-
si dari bawahan wajib diolah dan dipérgunakan sebagai bahan penyu
sunan laporan.lebih lanjut dan memberikan petunjuk-petunjuk kepa
da bawahan.

Pasal 18

Kepala PUSLAK LUHKUM Xejaksaan Republik Indonesia diwajib -
kan menyampaikan laporan secara berkala kepada Jaksa Agung Repu -
blik Indonesia melalul Jaksa Agung Muda Bidang Operasi,

Pasal 19 ,.....iieceanaaas
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"Pasal 19

'

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Organisasi dj-
bantu oleh setiap Pimﬁinan satuan organisasi dibawahnya dan da -
lam rangka pémberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wa
jib mengadakan. rapat berkala.

BAB V¥V
B I AY A
Pasal 20

Biaya kegiatan PUSLAK LUMKUM Kejaksazn Republik Indonesia
dibebankan kepada anggaran biaya Kejaksaan Agung Republik Indone
sia. - ' :

BAB VI
PENUTU p
Pasal 21

Peﬁyimpangan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja menurut
Keputusan. ini sepanjang- tidak bertehtangan dengan Keputusan Pre-
siden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976, ditetapkan oleh
Jaksa Agung Republik Indonesia dengan terlebih dahulu mendapat -
kan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di

donesia.

Pgsal 22

. Képutusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Jakar ¢t a.
Pada tanggal” : 2 Juli 1982,

REPUBLIK INTONESIA,

ISMAIL SALEH, SH.-

. ——
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STRUKTUR ORGANISAST ?' .
PUSAT PELAKSANA PENYULUHAN HUKUM , LAMPIRAN KEPUTUSAN JAXSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, -

________________________________ NOMOR
TANGGAL
| xERaia
' | SUBBAG.TATA USAHA
........... SR ey
. L BIDANG PELAKSANA
: |... BIDANG DATA . .7~ .| DN PENGENDALIAN
KELOMIPOK TENAGA . - .| . 'KELOMPOK TENAGA. .
. FUNGSIONAL . |[TAKSA'™™ . .| "FUNGSIONAL . [JAKSA
\\_. ‘\.\
| ?‘} l )ti

! KEP-055/J.A/7/1982,
12 JULI 1882,
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